BAB V
P E N U T U P

A.	KESIMPULAN
Berdasarkan evaluasi kinerja tingkat pencapaian kinerja kegiatan dari 67 kegiatan strategis yang didasarkan kepada Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran yang diamanatkan dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2010-2014, Kementerian Perhubungan memiliki nilai baik karena secara rata rata memiliki nilai pencapaian kinerja sebesar 102.25% dengan kegiatan pencapaian kinerja tertinggi sebesar 143.17% dan terendah 46.49%. Dari 67 kegiatan strategis tersebut, 48 kegiatan memiliki nilai diatas 100% (dengan kisaran angka 100,40% dan 143,17%), 4 kegiatan memiliki nilai 100%, dan 15 kegiatan memiliki nilai dibawah 100% (dengan kisaran angka 46.49% dan 99,72%). 
Beberapa kegiatan tersebut antara lain :
1. Terpenuhinya 37 unit Bus Perintis di daerah terpencil dan 19 unit Kapal Penyeberangan perintis dan berfungsinya kereta KMP3 dan K3 untuk pengangkutan penumpang kelas ekonomi sebanyak 27 unit, maka manfaatnya dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah.
2. Terpasangnya 401 unit SBNP sungai danau dan pengadaan 15 set peralatan SAR laut, maka manfaatnya dapat meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal.
3. Terwujudnya 14 terminal, 9 dermaga penyeberangan, 43 dermaga sungai, 9 dermaga danau dapat meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi.
Dari semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, belum semua outcome dapat diinformasikan, dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang merupakan multi years, yang berarti kegiatan output nya secara fisik belum selesai 100 %. Kegiatan dimaksud antara lain yaitu pembangunan kapal penyeberangan dan kapal perintis, pembangunan jalan kereta api dan pengadaan kereta api, pengadaan kapal patroli dan pengadaan sarana pendidikan.
Dalam melaksanakan kinerja kegiatan selama tahun 2010 tersebut untuk mencapai sasaran yang diamanatkan dalam Renstra 2010 – 2014, Kementerian Perhubungan memiliki Pagu DIPA awal  Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 15,83 Trilyun, dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 berubah menjadi sebesar Rp. 17,89 Trilyun yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 16,05 Trilyun dan PHLN sebesar Rp. 1,84 Trilyun serta terdapat alokasi dana Bagian Bendahara Umum (BA. 999) sebesar Rp. 2,75 Milyar.
Realisasi penyerapan anggaran DIPA Kementerian Perhubungan TA. 2010 (BA. 022) posisi 31 Desember 2010 adalah sebesar 86.56% atau sebesar     Rp. 15.48 Trilyun dari total pagu DIPA, sedangkan realisasi fisik sebesar 90,18% yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 14.49 Trilyun (90,29%) dari pagu sebesar Rp.16.05 Trilyun dan Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 998,62 Milyar (54,12 %) dari pagu sebesar Rp.1.84 Trilyun. Untuk realisasi penyerapan anggaran DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum (BABUN) / BA.999 TA. 2010 untuk keuangan sebesar 87,84 % dan fisik sebesar 87,87 %.
Dari dana pagu senilai Rp. 17,89 Trilyun yang tidak terserap secara total adalah sebesar Rp. 2,40 Trilyun yang disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain terkena tanda bintang, penundaan pelaksanaan kegiatan dan Duplikasi dari Kegiatan Tahun Anggaran 2009.  Dana Rupiah Murni (RM) yang tidak dapat terserap sebesar Rp. 1.55 Trilyun, sedangkan dana PHLN yang tidak dapat terserap adalah sebesar Rp. 846,64 Milyar.

B.	SARAN
Dari kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, untuk kebaikan penyusunan LAKIP di masa mendatang, terutama dari segi materi LAKIP mengenai tingkat kedalaman analisa dan evaluasi, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam penyusunan anggaran, agar mengacu kepada Rencana Kinerja Tahunan masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. 
2. Dengan telah adanya Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan maka diharapkan masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat lebih selektif dalam menetapkan rencana kegiatan yang akan dijalankan dan dapat menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahunnya. Rumusan IKU tersebut haruslah disempurnakan sehingga sesuai dengan indikator kinerja yang baik dan digunakan dalam penyusunan anggaran dan pengukuran kinerja.
3. Hasil dari pengukuran kinerja agar dikumpulkan secara memadai dan dapat dimanfaatkan dalam pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala oleh Kementerian Perhubungan.
4. Agar penyelesaian penyusunan LAKIP pada periode mendatang yaitu LAKIP Kementerian Tahun 2011 dapat tepat waktu dengan kualitas substansi yang cukup baik sesuai dengan pedoman evaluasi (LKE) dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu diterapkan rapat monitoring 3 bulanan terhadap kegiatan yang telah masuk dalam Dokumen Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011 di masing-masing unit eselon I dan II dan selanjutnya dikonsolidasikan dengan Setjen.
5. Untuk peningkatan kualitas penyusunan LAKIP di tingkat Unit Kerja Eselon I dan II, perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi LAKIP yang diikuti dengan paket pelatihan bagi para penyusun LAKIP, dan dapat dimintakan untuk dipandu oleh pejabat Kantor MENPAN yang bertanggung jawab di bidang LAKIP.
6. Dalam rangka mengoptimalkan daya serap pagu DIPA anggaran Kementerian Perhubungan, ada beberapa langkah strategi langkah yang dapat ditindaklanjuti antara lain :
a. Melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran Satker dalam triwulanan untuk mengetahui progres kegiatan masing-masing Satker secara terperinci
b. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi masing-masing Satker
c. Peningkatan koordinasi antara Satuan Kerja di lokasi dengan instansi lain (Pemda setempat) dalam memperoleh ijin agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan.
d. Menghindari usulan revisi DIPA yang tidak mendesak dalam pelaksanaan anggaran;
e. Untuk Dana Bertanda Bintang :
1) Percepatan proses usulan pencairan dana yang bertanda bintang/blokir dengan dilampiri data dukung yang lengkap; 
2) Melengkapi data dukung;
3) Untuk kegiatan yang dananya masih bintang/blokir dilakukan pelelangan tidak mengikat sambil menunggu persetujuan pencairan dana bintang/blokir dengan mempedomani ketentuan yang berlaku; 
f. Percepatan proses pengusulan kontrak tahun jamak / Multiyears Kontrak 
g. Proses pembayaran :
1) Melakukan perencanaan kas untuk pelaksanaan kegiatan dengan menyusun perkiraan kebutuhan dana per aktivitas per bulan;
2) Melakukan inventarisasi kegiatan - kegiatan yang belum kontrak dan upaya untuk segera dikontrakkan dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan dan batas akhir tahun anggaran;
3) Melakukan inventarisasi kegiatan - kegiatan yang diprediksi tidak akan terserap dan langkah-langkah tindaklanjutnya, misalnya revisi dengan tidak merubah program/sasaran;
4) Membuat prediksi/prognosa realisasi daya serap sampai dengan Semester I dan Semester II tahun 2011.
h) Antisipasi terhadap hambatan yang biasa ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan baik faktor alam atau curah hujan atau bandara yang belum siap dioperasikan untuk angkutan udara perintis, misalnya dengan lelang tidak mengikat.
i) Koordinasi / konsultasi dengan auditor (LKPP, BPKP, Itjen dll) agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang peraturan pengadaan barang dan jasa.
j) Perencanaan yang lebih matang dalam menyusun rencana anggaran, untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang akan terjadi.
k) Mapping kegiatan dan SDM yang terlibat di dalamnya secara lebih detail agar tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan satu dengan lainnya serta koordinasi antar Bagian/Inspektorat yang lebih intensif
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